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ABSTRAK 
Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 menetapkan bahwa Jaminan Sosial Nasional (JSN) 
akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), yang terdiri atas BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan diselenggarakan oleh 
BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 2014. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi tentang kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan JKN dilihat dari kesiapan 
fasilitas kesehatan dalam memenuhi syarat kredensial BPJS, kesiapan dalam menerima sistem 
pembiayaan, proses regulasi, dan sosialisasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan 
dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program JKN. 
Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Analisis 
data menggunakan tiga aktifitas utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa untuk kesiapan  fasilitas kesehatan belum siap dalam 
memenuhi syarat kredensial BPJS dan belum siap menerima sistem pembiayaan Kapitasi dan INA-
CBGs, sedangkan kesiapan proses regulasi mengenai pelaksanaan JKN telah siap dan untuk sosialisasi 
langsung ke masyarakat mengenai JKN belum dilakukan. Penelitian ini menyarankan pada fasilitas 
pelayanan kesehatan primer dan sekunder agar dapat memenuhi syarat kredensial BPJS kesehatan, 
dapat mengimplementasikan sistem kapitasi dan INA-CBGs di Kota Tual, dan melakukan sosialisasi 
langsung kemasyarakat mengenai JKN, BPJS, dan SJSN. 
Kata kunci : JKN, BPJS, Kapitasi, INA-CBGs, Kredensial 
 
ABSTRACT 
In Act No.24 of 2011 stipulates that the National Social Security will be held by BPJS, 
consisting of BPJS Health and BPJS. The National Health Insurance (JKN) will be organized by the 
Health BPJS implementation begins January 1, 2014. This study aimed to obtain information about 
the readiness of stakeholders in the implementation of JKN views of readiness of health facilities in 
kredensialing qualify, the readiness to accept the system of financing, regulatory processe,s and 
socialization. This research is qualitative research. Informants in this study are the ones responsible 
for the implementation of the program JKN. The data was collected through interviews, observation, 
and document review. Analysis of the data using three main activities, namely data reduction, data 
displa,y and conclusion. These results indicate that for the readiness of health facilities are not yet 
ready to qualify kredensialing and not ready to accept the capitation system of financing and INA - 
CBGs, while the readiness of the regulatory process on the implementation and JKN has been 
prepared for dissemination to the public directly about JKN has not been done. This study suggests the 
primary health care facilities and secondary in order to be eligible kredensialing BPJS health, can 
implement capitation and INA-CBGs in the city of Tualand to disseminate to the public directly about 
JKN, BPJS,and Social Security. 
Key words : JKN, BPJS, Capitation, INA-CBGs, Kredensialing  
2 
 
 
PENDAHULUAN 
 Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan 
keluarganya merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia, 
termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa 
tahun 1948 tentang Hak Azasi Manusia.
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Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam  memperoleh akses atas sumber daya 
di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan  kesehatan yang aman, bermutu, dan 
terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program 
jaminan kesehatan sosial.
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Demi mewujudkan komitmen global dan konstitusi tersebut, pemerintah bertanggung 
jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional 
(JKN) bagi kesehatan perorangan.Usaha ke arah itu sesungguhnya telah dirintis pemerintah 
dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, diantaranya 
adalah melalui PT Askes (Persero) dan PT Jamsostek (Persero) yang melayani antara lain 
pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta.Untuk masyarakat 
miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan melalui skema Jaminan Kesehatan 
Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).Namun demikian, 
skema-skema tersebut masih terfragmentasi, terbagi- bagi.
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Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS), yang terdiri atas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Khusus untuk 
JKNakan diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yang implementasinya dimulai 1 Januari 
2014.
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Kinerja BPJS kedepan yang bertujuan untuk kemajuan JKN sangat bergantung pada 
dukungan dan kepercayaan publik. Dewan Pengawas dan Dewan Jaminan Sosial 
Nasional(DJSN) akan terus memantau dan mengawasi segala aspek penyelenggaraan JKN 
oleh BPJS Kesehatan.
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Sebuah sistem yang stabil diperlukan kerja sama tidak hanya antar stakeholder tetapi 
juga peran aktif dari masyarakat. Masyarakat merupakan pemilik kepentingan yang paling 
utama, dan selayaknya memiliki kesadaran untuk mengikuti prosedur sistem yang hendak 
dibentuk dan dilaksanakan.Instansi penyelenggara sebagai pihak yang mendapat amanat, 
memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab hingga terwujud 
sistem jaminan sosial nasional yang memberikan jaminan sosial secara menyeluruh bagi 
seluruh masyarakat Indonesia.
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Demi terselenggaranya program JKN yang merata diseluruh Indonesia, maka 
diperlukan kesiapan yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) seperti PT. 
Askes, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas, PNS (pengguna askes 
sosial),juga pengguna Jamkesmas dan Jamkesda. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 
informasi tentang kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan JKN dilihat dari kesiapan fasilitas 
kesehatan dalam memenuhi syarat kredensial BPJS Kesehatan, kesiapan dalam menerima 
sistem pembiayaan, proses regulasi dan sosialisasi. 
BAHAN DAN METODE 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.Penelitian ini dilakukan di Kota Tual 
dimulai dari bulan Desember 2013 hingga Januari 2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 
stakeholder atau pihak-pihak pemangku kepentingan dan masyarakat dalam pelaksanaan 
programJKN di Kota Tual.Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan 
Kota Tual, Kepala BPJS Kesehatan Cab. Malra, Kepala Puskesmas Tual, Kepala Puskesmas 
Un,Kepala RSUD Maren H.N Renuat, juga dari PNS (Pengguna kartu Askes Sosial), dan 
Peserta Jamkesmas. Pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara, observasi dan 
telaah dokumen.Analisis data menggunakan tiga aktifitas utama yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Informan yang terlibat dalam penelitian ini sebanyak tujuh orang, yang terdiri dari 
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual, Kepala BPJS Kesehatan cabang Maluku Tenggara yang 
juga menangani program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tual, Kordinator Instalasi Gizi 
RSUD Maren H. N Renuat, Kepala Puskesmas Tual, Kepala Puskesmas Un, pengguna Askes 
Sosial (PNS), dan peserta Jamkesmas. Kelompok umur informan tersebut diantara 30–60 
tahun dengan tingkat pendidikan mulai dari SMA–S2. 
Hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti tentang kesiapan fasilitas 
pelayanan kesehatan (fasyankes) primer dalam memenuhi syarat kredensial BPJS Kesehatan 
di Kota Tual, di dapatkan informasi bahwa Puskesmas Un telah berkordinasi dengan dinas 
kesehatan untuk kelengkapan alat-alat dan tenaga kerja. Sedangkan pada Puskesmas Tual 
menyatakan bahwa untuk sementara waktu tidak ada masalah dengan sarana prasarana dan 
juga obat yang tersedia. 
“Kalau kita lihat dari standar itu memang untuk masalah alat dan semua ini memang tetap 
kita kordinasi dengan dinkes, karena untuk masalah pengadaan alat-alat dan lain-
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lain.Kelengkapan alat-alat itu juga kita menunggu dari dinkes, tapi untuk semua itu kita 
siasati aja seadanya, artinya kita tetap optimalkan dengan alat-alat yang seadanya sambil 
menunggu masukan-masukan lagi dari dinkes tentang pengadaan alat-alat yang 
kurang.Terus terkait SDM ya tentunnya ini kewenangan dari dinkes, kita tinggal 
menggunakan SDM yang ada saja, kalau ada yang kurang kita mengusulkan tapi endingnya 
tetap ada pada dinkes.” 
(MR,32 tahun, Kepala Puskesmas Tual) 
“Sarana prasarana cukup, obat memadai jadi sementara tidak ada masalah.” 
(MU, 44 tahun, Kepala Puskesmas Un) 
Hasil observasi dan telaah dokumen yang dilakukan pada fasyankes primer yaitu 
Puskesmas Tual untuk standar bangunan telah memenuhi syarat dilihat dari jenis ruang 
pelayanan yang tersedia, untuk standar tenaga kerja belum memenuhi syarat karena belum ada 
perawat gigi dan analisis kesehatan, untuk standar alat juga belum siap memenuhi syarat 
karena masih ada beberapa alat yang tidak tersedia seperti poliklinik set, cold chain, alat 
rontgen, USG, dan emergency kit.Sedangkan, untuk standar jenis pelayanan hampir semuanya 
diselenggarakan hanya pemeriksaan urin dan feses urin yang belum diselenggarakan, obat dan 
bahan habis pakai cukup dan tersedia. 
Puskesmas Un untuk standar bangunan telah memenuhi syarat, untuk standar tenaga 
kerja belum memenuhi syarat karena masih kurang perawat gigi dan asisten apoteker, juga 
pada standar alat masih banyak alat yang belum tersedia seperti minor surgery set, cold chain, 
dental kit, dental unit, alat rontgen, USG, dan EKG. Sedangkan, untuk standar jenis 
pelayanan semua diselenggarakan, obat dan bahan habis pakai cukup dan tersedia. 
Hasil wawancara mendalamyang dilakukan oleh peneliti tentang kesiapan fasyankes 
sekunder dalam memenuhi syarat kredensial BPJS Kesehatan di Kota Tual, di dapatkan 
informasi bahwa untuk kesiapan fasyankes sekunder yaitu pelayanan kesehatan tingkat 
rujukan di RSUD Maren H. N. Renuat belum siap memenuhi semua syarat, dikarenakan 
RSUD Maren H. N. Renuat masih merupakan rumah sakit tipe D dan baru diresmikan pada 
tanggal 11 november 2013 sebagai RSUD Maren H. N. Renuat yang dulunya merupakan 
Puskesmas Namser yang menerima rawat inap. 
“Semua standar itu akan diusahan nanti, karena beberapa standar itu ada yang belum siap, 
Karen RSUD yang ada dikota ini baru berjalan 2 bulan. Nanti kita akan sesuaikan 
standarisasi dari BPJS, karena RSUD Maren H. N Renuat juga masih merupakan RS tipe D 
dengan tenaga dokter ahli minimal 2.” 
(BI, 45 tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual) 
“Kita masih RS baru, jadi kita masih pembenahan seperti ruangan-ruangan yang seharusnya 
ada kelas untuk pns gol I, II, III, IV itu kan berbeda beda tapi disini masih bangsal saja, 
ruangan-ruangan untuk staf juga masih terbatas, tempat tidur masih terbatas, tenaga kerja 
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juga masih minim, namun kita akan melakukan pembenahan kedepan untuk menyesuaikan 
dengan standar krendensialing BPJS.” 
.(H, 37 Tahun, Kordinator Instalasi Gizi RSUD Maren H.N Renuat) 
 
Hasil observasi dan telaah dokumen yang telah peneliti lakukan di RSUD Maren H. N. 
Renuat didapatkan informasi bahwa untuk standar bangunan masih banyak ruangan yang 
tidak ada seperti ruangan untuk kelas I dan kelas II, Ruang ICU, Ruang operasi, ruang 
radiologi, ruang rehabilitasi medis dan ruang dapur, sedangkan untuk standar tenaga kerja 
hampir semua dokter spesialis tidak ada di RSUD ini hanya tersedia dokter umum dan dokter 
gigi.Standar alat-alat kesehatan pada RSUD Maren H. N. Renuat belum memenuhi syarat 
kredensial BPJS kesehatan karena hanya ada beberapa alat yang tersedia dan masih banyak 
yang tidak tersedia. 
Hasil wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti tentang kesiapan sistem 
pembiayaan ke fasyankes primer di Kota Tual diperoleh informasi bahwa untuk fasyankes 
primer telah siap menerima sistem kapitasi namum sistem ini belum diterapkan di puskesmas 
Tual maupun Puskesmas Un, karena belum ada koordinasi dari BPJS kesehatan mengenai 
besaran biaya kapitasi  yang akan dibayarkan.  
“Memang sampai saat ini kita sesuai dengan sosialisasi yang dilakukan oleh PT. Askes 
sebagai BPJS kesehatan untuk pembayarannya sendiri belum besar kita dapatkan, kita 
sesuaikan dengan fasilitas yang ada terutama SDMnya.” 
(MR, 32 tahun, Kepala Puskesmas Tual) 
“Kalau kesiapan sih kita sudah siap saja, kapan dibayarkan kita terima tapi belum jelas. 
Kemarin sudah dapat sosialisasi dari kepalacabang PT. Askes tapi kan belum ada dana yang 
turun, jadi kita tetap melayani seperti biasa saja dulu.” 
(MU, 44 tahun, Kepala Puskesmas Un) 
Hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti tentang regulasi yang dibuat 
Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kab/Kota Tual untuk pelaksanaan Program JKN 
di Kota Tual diperoleh informasi bahwa telah ada surat edaran tentang pelaksanaan JKN oleh 
Pemerintah Provinsi Maluku, dengan adanya surat edaran dari Pemprov Maluku maka 
Pemerintah Kota Tual harus mengikuti peraturan yang menegaskan untuk kesiapan 
Pemerintah Kota Tual melaksanakan JKN di Kota Tual. 
“Sekarang sudah ada surat edaran dari pemerintah provinsi. Regulasinya untuk peraturan 
itu hanya penegasan untuk kesiapan kita untuk menjalankan JKN dalam hal ini BPJS 
kesehatan. Karena sudah ada surat edaran dari pemerintah provinsi maka kita pemerintah 
kota harus mengikuti peraturan yang ada. Jadi kesiapan kita dalam bentuk sarana, 
prasarana, dan tenaga kerja itu semua sudah tertera dalam surat edaran.” 
(BI, 45 tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual) 
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Hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti tentang sosialisasi mengenai 
SJSN, BPJS, dan JKN kepada masyarakat didapatkan informasi bahwa Dinas Kesehatan Kota 
Tual belum melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun, sosialisasi mengenai 
SJSN, BPJS, dan JKN telah diberikan keseluruh puskesmas, Dinas Kesehatan Kota Tual baru 
akan melakukan sosialisasi dalam tahun 2014. Sedangkan, pada BPJS Kesehatan cabang 
Malra telah melakukan sosialisasi mengenai SJSN, BPJS, dan JKN kepada masyarakatKota 
Tual secara langsung serta melalui media massa seperti baliho dan radio spot RRI Tual. 
“Sosialisai langsung ke masyarakat belum dilakukan.Namun kita sudah melakukan sosialisasi 
ke seluruh puskesmas dikota ini.Dinkes melakukan sosialisasi dalam bentuk pelatihan-
pelatihan disitu kita selipkan tentang JKN 2014, dan untuk sarananya kita sudah 
sosialisasi.Untuk tahun 2014 ini kita akan melakukan sosialisasi ke masyarakat dan akan 
bekerjasama dengan PT. Askes.” 
(BI, 40 tahun, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tual) 
 
“Sosialisasinya sudah ada di desa, di kota, maupun di kabupaten.Caranya langsung, lewat 
baliho, poster yang sudah katong bagi-bagikan juga ke puskesmas-puskesmas dan dinkes, 
terus lewat radio spot RRI juga.Yang disampaikan yah seperti peralihan dari Askes ke BPJS, 
terus kepesertaan baru dan semua tentang BPJS. Kepesertaan baru kan antara lain ada 
tambahan baru TNI, Polri aktif, dan jamkesmas yang semua sudah beralih ke BPJS. Untuk 
masyarakat yang datang dengan membayar premi sendiri juga bisa, semuanya telah kami 
sampaikan.” 
(WP, 38 tahun, Kepala BPJS Kesehatan cab. Malra) 
 
Hasil wawancara mendalam yang dilakukan peneliti untuk mengetahui pemahaman 
masyarakat mengenai SJSN, BPJS dan JKN diperoleh informasi bahwa PNS dan peserta 
Jamkesmas masih kurang memahami tentang SJSN, BPJS dan JKN. Kedua informan ini juga 
pertama kali memperoleh informasi mengenai BPJS Kesehatan melalui media massa seperti 
iklan yang ditayangkan di televisi dan poster yang dipajang di puskesmas. 
“Pertama kali beta dengar PT. Askes beralih jadi BPJS itu dari Televisi, di iklan ada bilang 
JKN akan mulai pada tanggal 1 januari 2014, terus PT. Askes jadi BPJS kesehatan lai.” 
(AH, 51 tahun, PNS) 
“Beta liat pertama kali itu di puskesmas ada poster tulis mulai 1 januari ini Askes jadi BPJS 
toh.” 
(RM, 30 tahun, Peserta Jamkesmas). 
Pembahasan 
Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa untuk kesiapan fasilitas pelayanan 
kesehatan primer dan sekunder memenuhi syarat kredensial padafasyankes primer yaitu di 
Puskesmas Tual dan Puskesmas Un belum siap memenuhi syarat kredensial BPJS Kesehatan 
dilihat dari beberapa standar yang belum memenuhi syarat yaitu dari segitenaga kerja (SDM) 
yang belum cukup, dan alat kesehatan juga belum memadai. Namun, untuk standar bangunan 
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telah memenuhi syarat, semua jenispelayanan diselenggarakan, juga obat dan bahan habis 
pakai yang tersedia dan cukup. 
Kesiapan fasyankes sekunderyaitu pelayanan kesehatan rujukan di RSUD Maren H. 
N. Renuat dalam memenuhi syarat kredensial BPJS Kesehatan juga belum siap dalam 
memenuhi syarat dari segi bangunan secara fisik, tenaga kerja (SDM) juga belum cukup, alat 
kesehatan juga belum cukup. Semua ini juga dikarenakan RSUD Maren H. N. Renuat baru 
saja diresmikan pada tanggal 11 november 2013, RSUD ini juga baru berjalan dua bulan dan 
merupakan RS pratama. Sehingga semua standar yang seharusnya dimiliki Rumah Sakit 
belum memadai di RSUD ini. Ruang perawatan juga masih berupa kelas III atau bangsal. 
RSUD Maren H. N. Renuat juga belum mempunyai nomor registrasi rumah sakit untuk 
sistem pembiayaan INA CBGs.Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Riegelet al tentang kesiapan  PT Askes (Persero) Cabang Manado dalam bertransformasi 
menjadi  BPJS Kesehatan yang menyatakan bahwa masih perlu meningkatkan  sarana 
prasarana untuk memperluas akses pelayanan.
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Hasil penelitian diketahui bahwa fasilitas pelayanan kesehatan primer siap dengan 
pembayaran kapitasi karena sistem ini telah diterapkan pada pengguna Askes dan Jamkesmas, 
namun terhambat pada pelaksanaan JKN dikarenakan belum adanya aturan yang jelas dari 
BPJS Kesehatan tentang besaran angka kapitasi yang dibayarkan sesuai standar di puskesmas 
juga belum ada dana untuk pelaksanaan sistem kapitasi. Dinas kesehatan masih harus 
berkordinasi dengan BPJS kesehatan untuk mendapatkan kejelasan hal tersebut. Sedangkan, 
pada fasilitas pelayanan kesehatan sekunder atau pelayan kesehatan rujukan juga belum siap 
dengan sistem INA CBGs, karena RSUD Maren H. N. Renuat belum mendapatkan izin dari 
Kemeterian Kesehatan sehingga RSUD tidak dapat teregistrasi pada sistem INA CBGs.Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Zaelani tentang komitmen pemerintah dalam 
penyelenggaraan jaminan sosial nasional yang menyatakan bahwa DJSN kiranya dapat segera 
melakukan kajian-kajian antara lain mengenai besarnya jumlah iuran bagi para peserta 
jaminan sosial. Biaya paling besar adalah biaya iuran, oleh karena itu Pemerintah mengkaji 
lagi mengenai besarnya penganggaran, untuk biaya iuran.
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Hasil penelitian diperoleh informasi bahwa telah ada surat edaran tentang pelaksanaan 
JKN oleh Pemerintah Provinsi Maluku, dalam surat edaran dari Pemprov Maluku 
menegaskan untuk kesiapan Pemerintah Kota Tual dalam pelaksanaan JKN di Kota Tual. 
Namun, belum ada peraturan yang jelas dari Pemkot Tual tentang pelaksanaan JKN, Pemkot 
hanya mengikuti peraturan yang diberikan Pemprov Maluku.Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilakukan Asih tentang transformasi BPJS menyatakan bahwa keberhasilan tranformasi 
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BPJS tergantung pada ketersediaan peraturan, pelaksanaan yang harmonis, konsisten, dan 
dilaksanakan secara efektif. Kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan komitmen 
pemangku kepentingan (stakeholder) untuk melaksanakan transformasi setidaknya tercermin 
dari kesungguhan menyelesaikan agenda-agenda regulasi yang terbengkalai.
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Hasil penelitian diketahui bahwa sosialisasi mengenai SJSN, BPJS, dan JKN kepada 
masyarakat belum dilakukan oleh para stakeholder atau pemangku kepentingan dalam 
pelaksanaan JKN di Kota Tual. Sosialisasi hanya dilakukan oleh BPJS Kesehatan, dalam 
bentuk sosialisasi secara langsung ke masyarakat dan melalui media massa seperti televisi, 
baliho, poster, dan radio spot RRI. Sedangkan, pada Dinas Kesehatan Kota Tual hanya 
melakukan sosialisai kepada tenaga kesehatan melalui pelatihan. BPJS Kesehatan juga telah 
memberikan sosialisasi kepada stakeholder untuk pelaksanaan JKN di Kota Tual. 
Sosialisasi kepada masyarakat mengenai SJSN, BPJS dan JKN di Kota Tual sangatlah 
penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat agar pada 
pelaksanaannya masyarakat tidak terhambat oleh kurangnya pemahaman ataupun salah paham 
masyarakat tentang BPJS Kesehatan.Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Shihab 
tentang hadirnya negara ditengah rakyatnya pasca lahirnya UU No. 24 tahun 2011 tentang 
BPJS yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan sebuah sistem yang stabil diperlukan 
kerjasama tidak hanya antar stakeholder tetapi juga peran aktif dari masyarakat. Masyarakat 
merupakan pemilik kepentingan yang paling utama dan selayaknya memiliki kesadaran untuk 
mengikuti prosedur sistem yang hendak dibentuk dan dilaksanakan.
10
Riegel et al juga 
menyatakan bahwa harus mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi yang ada untuk bisa 
diketahui dan dimengerti oleh semua masyarakat.
7
 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa untuk 
kesiapan stakeholder dalam pelaksanaan JKN di Kota Tual dilihat dari kesiapan  fasilitas 
kesehatan belum siap dalam memenuhi syarat kredensial dan belum siap menerima sistem 
pembiayaan Kapitasi dan INA-CBGs, kesiapan proses regulasi mengenai pelaksanaan JKN 
telah siap dan untuk sosialisasi langsung ke masyarakat mengenai JKN belum dilakukan oleh 
stakeholder di Kota Tual. Peneliti menyarankan pada fasilitas pelayanan kesehatan primer dan 
sekunder agar dapat memenuhi syarat kredensialing BPJS kesehatan, dapat 
mengimplementasikan sistem kapitasi dan INA-CBGs di Kota Tual dan melakukan sosialisasi 
langsung kemasyarakat menegenai JKN, BPJS, dan SJSN. 
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LAMPIRAN 
Matriks Hasil Pernyataan Informan 
Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Program JKN di Kota Tual Tahun 2014 
Informan Data Emik Reduksi Konsep Emik / Kata 
Kunci 
Konsep Etik 
MR, 32 Tahun, 
Kepala 
Puskesmas Tual 
 
“Kalau kita lihat dari standar itu 
memang untuk masalah alat dan 
semua ini memang tetap kita 
kordinasi dengan dinkes, karena 
untuk masalah pengadaan alat-alat 
dan lain-lain. Kelengkapan alat-
alat itu juga kita menunggu dari 
dinkes, tapi untuk semua itu kita 
siasati aja seadanya, artinya kita 
tetap optimalkan dengan alat-alat 
yang seadanya sambil menunggu 
masukan-masukan lagi dari dinkes 
tentang pengadaan alat-alat yang 
kurang. Terus terkait SDM ya 
tentunnya ini kewenangan dari 
dinkes, kita tinggal menggunakan 
SDM yang ada saja, kalau ada yang 
kurang kita mengusulkan tapi 
endingnya tetap ada pada dinkes.” 
Dari informasi tentang 
kesiapan fasyankes dalam 
memenuhi syarat 
krendensialing pada 
fasyankes primer dan 
sekunder di Kota Tual 
masih ada beberapa 
standar yang belum siap 
memenuhi syarat 
krendensialing BPJS 
kesehatan. Standar-standar 
itu baru akan disesuaikan 
oleh dinkes. Pada awalnya 
BPJS kesehatan cab. Malra 
sudah krendensialing 
semua PPK, namun semua 
sesuai kondisi yang ada. 
Untuk kelengkapan 
standar-standar yang ada 
di fayanskes primer dan 
fasyankes sekunder semua  
tetap dikordinasikan 
dengan Dinkes, karena 
Masih ada beberapa 
standar pada Fasyankes 
Primer dan sekunder yang 
belum memenuhi syarat 
krendensialing BPJS 
Kesehatan. Krendensialing 
BPJS kesehatan masih 
sesuai dengan kondisi 
yang ada. Faskes primer 
dan faskes sekunder tetap 
kordinasi dengan dinkes 
untuk kelengkapan standar 
yang belum ada. 
Krendensialing BPJS 
Kesehatan merupakan 
kegiatan peninjauan dan 
penyimpanan data-data 
fasyankes berkaitan 
dengan pelayanan 
profesinya yang mencakup 
lisensi, riwayat 
malpraktek, analisa pola 
praktek dan sertifikasi; 
Merupakan suatu kegiatan 
dari BPJS kesehatan untuk 
melakukan kualifikasi 
fasyankes; dan Merupakan 
proses evaluasi untuk 
menyetujui atau menolak 
fasyankes apakah dapat 
diikat kerjasama dengan 
BPJS kesehatan yang 
penilaiannya didasarkan 
pada aspek administrasi 
dan teknis pelayanan. 
MU, 44 Tahun 
Kepala 
Puskesmas Un 
 
“Sarana prasarana cukup, obat 
memadai jadi sementara tidak ada 
masalah.” 
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BI, 45 Tahun, 
Kepala Dinas 
Kesehatan Kota 
Tual 
“Semua standar itu akan diusahan 
nanti, karena beberapa standar itu 
ada yang belum siap, Karen RSUD 
yang ada dikota ini baru berjalan 2 
bulan. Nanti kita akan sesuaikan 
standarisasi dari BPJS, karena 
RSUD Maren H. N Renuat juga 
masih merupakan RS tipe D dengan 
tenaga dokter ahli minimal 2.” 
masalah pengadaan alat-
alat dan SDM di Fasilitas 
kesehatan adalah 
kewenangan dari dinkes. 
H, 37 Tahun, 
Kordinator 
Instalasi Gizi 
RSUD Maren H. 
N. Renuat 
MR, 32 Tahun, 
Kepala 
Puskesmas Tual 
 
“Kita masih RS baru, jadi kita 
masih pembenahan seperti 
ruangan-ruangan yang seharusnya 
ada kelas untuk pns gol I, II, III, IV 
itu kan berbeda beda tapi disini 
masih bangsal saja, ruangan-
ruangan untuk staf juga masih 
terbatas, tempat tidur masih 
terbatas, tenaga kerja juga masih 
minim, namun kita akan melakukan 
pembenahan kedepan untuk 
menyesuaikan dengan standar 
krendensialing BPJS.” 
“Memang sampai saat ini kita 
sesuai dengan sosialisasi yang 
dilakukan oleh PT. Askes sebagai 
BPJS kesehatan untuk 
pembayarannya sendiri belum 
besar kita dapatkan, kita sesuaikan 
dengan fasilitas yang ada terutama 
SDMnya.” 
Sistem Kapitasi sama 
dengan sistem yang 
diberikan untuk pengguna 
Askes dan Jamkesmas 
sebelum bertransformasi 
ke BPJS Kesehatan. 
Sistem pembayaran 
kapitasi diberikan kepada 
puskesmas, kapitasi yang 
diberikan kepuskesmas 
sesuai dengan aturan yang 
diberikan BPJS kesehatan. 
Namun BPJS kesehatan 
belum memberikan 
besaran angka kapitasi 
yang akan dibayarkan. 
BPJS Kesehatan belum 
memberikan besaran 
angka kapitasi yang akan 
dibayarkan oleh fasyankes 
primer. 
Tarif kapitasi adalah 
besaran pembayaran per-
bulan yang dibayar 
dimuka oleh oleh BPJS 
Kesehatan kepada Fasilitas 
Kesehatan Tingkat 
Pertama berdasarkan 
jumlah peserta yang 
terdaftar tanpa 
memperhitungkan jenis 
dan jumlah pelayanan 
kesehatan yang diberikan. 
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MU, 44 Tahun 
Kepala 
Puskesmas Un 
“Kalau kesiapan sih kita sudah siap 
saja, kapan dibayarkan kita terima 
tapi belum jelas. Kemarin sudah 
dapat sosialisasi dari kepalacabang 
PT. Askes tapi kan belum ada dana 
yang turun, jadi kita tetap melayani 
seperti biasa saja dulu.” 
BI, 45 Tahun, 
Kepala Dinas 
Kesehatan Kota 
Tual 
“Sekarang sudah ada surat edaran 
dari pemerintah provinsi. 
Regulasinya untuk peraturan itu 
hanya penegasan untuk kesiapan 
kita untuk menjalankan JKN dalam 
hal ini BPJS kesehatan. Karena 
sudah ada surat edaran dari 
pemerintah provinsi maka kita 
pemerintah kota harus mengikuti 
peraturan yang ada. Jadi kesiapan 
kita dalam bentuk sarana, 
prasarana, dan tenaga kerja itu 
semua sudah tertera dalam surat 
edaran.” 
Dengan adanya kebijakan 
dari pemerintah  pusat 
yang mempunyai 
wewenang lebih besar dari 
pemerintah provinsi 
maupun pemerintah kota, 
maka Pemerintah Provinsi 
Maluku juga telah 
mengeluarkan surat edaran  
yang berisi penegasan 
untuk kesiapan Pemerintah 
Kota Tual untuk 
melaksanakan JKN di 
Kota Tual, namun pada 
pelaksanaannya aturan-
aturan tersebut masih sulit 
untuk diterapkan. 
Pemprov telah 
mengeluarkan surat edaran 
yang berisi penegaskan 
untuk kesiapan Pemkot 
dalam pelaksanaan JKN di 
Kota Tual, namun aturan-
aturan tesebut masih sulit 
untuk diterapkan. 
Regulasi adalah 
pengendalian yang 
berkesinambungan dan 
terfokus yang dilakukan 
oleh lembaga publik 
terhadap kegiatan 
pelayanan yang 
dibutuhkan oleh 
masyarakat. Sedangkan 
regulasi pelayanan 
kesehatan merupakan 
upaya public untuk 
memberikan pengaruh 
secara langsung atau tidak 
langsung terhadap perilaku 
dan fungsi organisasi 
maupun perorangan yang 
menyediakan pelayanan 
kesehatan (Koentjoro, 
2007). 
BI, 45 Tahun, 
Kepala Dinas 
Kesehatan Kota 
Tual 
“Sosialisai langsung ke masyarakat 
belum dilakukan. Namun kita sudah 
melakukan sosialisasi ke seluruh 
puskesmas dikota ini. Dinkes 
melakukan sosialisasi dalam bentuk 
Sosialisasi mengenai 
SJSN, BPJS dan JKN 
kepada masyarakat belum 
dilakukan oleh para 
stakeholder atau 
Sosialisasi kepada 
masyarakat hanya 
dilakukan oleh BPJS 
Kesehatan cab. Malra 
dengan cara langsung ke 
Kebijakan pemerintah 
tentang Sistem Jaminan 
Sosial Nasional (SJSN), 
Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial Nasional 
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pelatihan-pelatihan disitu kita 
selipkan tentang JKN 2014, dan 
untuk sarananya kita sudah 
sosialisasi. Untuk tahun 2014 ini 
kita akan melakukan sosialisasi ke 
masyarakat dan akan bekerjasama 
dengan PT. Askes.” 
pemangku kepentingan 
dalam pelaksanaan JKN di 
Kota Tual. Sosialisasi 
hanya dilakukan oleh 
BPJS Kesehatan, dalam 
bentuk sosialisasi secara 
langsung ke masyarakat 
dan melalui media massa 
seperti televisi, baliho, 
poster dan radio spot RRI. 
Sedangkan pada Dinas 
Kesehatan Kota Tual 
hanya melakukan 
sosialisai kepada tenaga 
kesehatan melalui 
pelatihan. BPJS Kesehatan 
juga telah memberikan 
sosialisasi kepada 
stakeholder untuk 
pelaksanaan JKN di Kota 
Tual. Hal ini dapat 
menghambat pelaksanaan 
JKN dikota Tual 
dikarenakan kurangnya 
pemahaman masyarakat 
mengenai SJSN, BPJS dan 
JKN. 
masyarakat dan melalui 
media massa. Sedangkan 
sosialisasi kepada tenaga 
kesehatan telah dilakukan 
oleh BPJS Kesehatan 
maupun Dinkes Kota Tual. 
(BPJS) dan Jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) 
perlu diketahui dan 
dipahami oleh seluruh 
masyarakat Indonesia. 
Untuk itu perlu dilakukan 
penyebarluasan informasi 
melalui sosialisasi kepada 
semua pemangku 
kepentingan dan 
masyarakat pada 
umumnya. 
WP, 37 Tahun, 
Kepala BPJS 
Kesehatan cab. 
Malra 
 
“Sosialisasinya sudah ada di desa, 
di kota, maupun di kabupaten. 
Caranya langsung, lewat baliho, 
poster yang sudah katong bagi-
bagikan juga ke puskesmas-
puskesmas dan dinkes, terus lewat 
radio spot RRI juga. Yang 
disampaikan yah seperti peralihan 
dari Askes ke BPJS, terus 
kepesertaan baru dan semua 
tentang BPJS. Kepesertaan baru 
kan antara lain ada tambahan baru 
TNI, Polri aktif, dan jamkesmas 
yang semua sudah beralih ke BPJS. 
Untuk masyarakat yang datang 
dengan membayar premi sendiri 
juga bisa, semuanya telah kami 
sampaikan.” 
AH, 51 Tahun, 
PNS Pengguna 
Askes 
“Pertama kali beta dengar PT. 
Askes beralih jadi BPJS itu dari 
Televisi, di iklan ada bilang JKN 
akan mulai pada tanggal 1 januari 
2014, terus PT. Askes jadi BPJS 
kesehatan lai.” 
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RM, 30 Tahun, 
Peserta 
Jamkesmas 
“Beta liat pertama kali itu di 
puskesmas ada poster tulis mulai 1 
januari ini Askes jadi BPJS toh.” 
 
 
